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Sifat . Penting

Lampiran :

Hal - imbauan Pembentukan KPPS

Kepada Yth: Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat

di-
Tempat

Dengan Hormat,
A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024,

3. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan
Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota.

4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis
Pengawasan Terhadap Pelaksaan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dan

Pantariih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;




5.

Keputusan KPU Rl Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis
Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat
Atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Teknis Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka melakukan

upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pembentukan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan
Pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubermnur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka
adalah sebagai berikut :

1.

Keputusan KPU Rl Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat

Atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dan Pemiluhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 :

a. Jadwal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) :

NO | TAHAPAN PEMBENTUKAN AWAL AKHIR
1.| Pengumuman Pendaftaran 17 September 21 September
calon anggota KPPS 2024 2024
2.| Penerimaan pendaftaran 17 September 28 September
calon anggota KPPS 2024 2024
3.| Penelitian administrasi calon 18 September 29 September
anggota KPPS 2024 2024
4. | Pengumuman hasil
. N ) 30 September
Penelitian administrasi calon o 2 Oktober 2024
KPPS
5.| Tanggapan dan masukan
30 September
masyarakat terhadap calon - 5 Oktober 2024
anggota KPPS
6. Pengumuman hasil seleksi
5 Oktober 2024 7 Oktober 2024
calon anggota KPPS
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7. Penetapan anggota KPPS 7 November 2024 | 7 November 2024

B.| Pelantikan anggota KPPS 7 November 2024 | 7 November 2024

2. Diimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

a.

KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan seleksi

pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam dasar hukum diatas;

KPU Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan seleksi calon

anggota KPPS harus mematuhi :

1. Ketaatan prosedur

2. Keterpenuhan persyaratan

3. Keterpenuhan kuota

4. Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan Pasal
28 Ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan
tata kerja badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakii Walikota.

Bawasiu Kab, Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam

pengawasan seleksi pembentukan Pantarlih sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Borsama Rakya? rbwasi Pemilu, Bevsama Bawasla Tepakban Roadian Peomilu
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